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ABSTRAK

Dalam kerangka negara hukum, pemisahan kekuasaan antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif
merupakan kunci untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan menjaga keseimbangan
administrasi. Hubungan antara lembaga eksekutif dan yudikatif memainkan peranan penting dalam
membentuk dinamika hukum dan politik suatu negara. Studi ini bertujuan untuk mengeksplorasi aspek-
aspek penting dalam hubungan tersebut, meliputi tantangan, konflik, dan implikasi kebijakan hukum
dengan menjawab dua pertanyaan utama: (1) Bagaimana dinamika hubungan antara kekuasaan
eksekutif dan yudikatif dalam sistem hukum tertentu? (2) Bagaimana peran lembaga-lembaga hukum
dan peradilan dalam mempertahankan kemandirian yudikatif terhadap pengaruh eksekutif? Dinamika
hubungan antara eksekutif dan yudikatif dipengaruhi oleh faktor independensi dan kerja sama. Konflik
terkait kewenangan dapat terjadi saat eksekutif mencoba mempengaruhi keputusan yudikatif atau
sebaliknya. Peran masyarakat sipil dan media massa penting dalam mengawasi tindakan kedua
lembaga tersebut. Selanjutnya, peran lembaga hukum dan peradilan dalam menjaga kemandirian
yudikatif dari pengaruh eksekutif, meliputi pemilihan dan penunjukan hakim, kebebasan hakim,
pengawasan etika, pemisahan kekuasaan, transparansi, pengujian konstitusionalitas kebijakan
eksekutif, penuntutan penyalahgunaan kekuasaan, pendidikan hukum, partisipasi masyarakat, serta
pelibatan lembaga internasional. Dengan menganalisis interaksi tersebut, penelitian ini diharapkan
dapat memberikan gagasan untuk memperkuat integritas dan efektivitas keadilan politik serta
melindungi hak individu dan kebebasan masyarakat. Kajian ini juga menyoroti pentingnya
independensi hukum dalam menjaga imparsialitas dan keadilan, serta peran hukum dalam mengatur
dan mengendalikan eksekutif dalam mendukung supremasi hukum dan demokrasi.

Kata Kunci: Pembagian kekuasaan; Reformasi hukum; Sistem politik hukum

PENDAHULUAN

Dalam negara hukum, pembagian kekuasaan antara kekuasaan eksekutif, legislatif, dan
yudikatif dianggap sebagai landasan penting untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan
menjaga keseimbangan penyelenggaraan sektor pemerintahan. Namun, hubungan antara
eksekutif dan yudikatif memainkan peran penting dalam membentuk dinamika kebijakan
hukum negara.’

Ketegangan dan interaksi antara eksekutif dan yudikatif dapat mempunyai implikasi
penting bagi stabilitas tatanan hukum politik. Dalam konteks kebijakan hukum, peran dan tugas
masing-masing lembaga seringkali menjadi sorotan. Oleh karena itu, penting untuk melakukan
analisis hukum secara menyeluruh untuk memahami bagaimana dinamika hubungan tersebut
dapat mempengaruhi sistem hukum dan peradilan suatu negara.?

1 Asshiddigie, J. (2006). Pengantar llmu Hukum Tata Negara Jilid Ii.
2 Huda, N. M. (2019). Hukum Pemerintahan Daerah. Nusa Media.
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Latar belakang ini menjadi penting karena adanya risiko lemahnya kekuasaan,
penyalahgunaan kekuasaan atau bahkan konflik kepentingan antara eksekutif dan yudikatif.
Kekuatan lembaga-lembaga tersebut dan cara mereka mengendalikan satu sama lain dapat
membentuk ciri-ciri suatu sistem hukum. Akibat perubahan politik, sosial dan ekonomi,
analisis hukum terhadap hubungan antara eksekutif dan yudikatif menjadi semakin mendesak.
Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi aspek-aspek kunci dari
hubungan ini, termasuk tantangan, konflik dan implikasi kebijakan hukum.®

Dengan lebih memahami interaksi tersebut, diharapkan penelitian ini dapat memberikan
pemikiran dan saran yang konstruktif untuk meningkatkan integritas dan efektivitas keadilan
politik serta mendorong perlindungan hak individu dan kebebasan manusia di negara.

Analisis hukum terhadap hubungan diantara eksekutif dan yudikatif dalam kerangka
politik dan hukum dapat mencakup beberapa aspek penting, antara lain :

1. Pentingnya keseimbangan kekuasaan: keseimbangan kekuasaan diantara eksekultif,
legislatif dan yudikatif merupakan prinsip dasar demokrasi konstitusional. Dalam
konteks ini, hubungan antara eksekutif dan yudikatif mempunyai implikasi penting
bagi stabilitas dan keadilan sistem hukum.

2. Dinamika interaksi kekuasaan merujuk kepada pentingnya untuk menganalisis
bagaimana eksekutif dan yudikatif berinteraksi satu sama lain dalam konteks
kebijakan hukum. Hal ini mencakup hubungan kerja sama, konflik, dan interaksi
kedua kekuatan tersebut dalam pengambilan keputusan hukum.

3. Peran kedua cabang pemerintahan : Eksekutif dan yudikatif mempunyai peran yang
berbeda namun terkait dalam melaksanakan tugasnya. Pemerintah bertugas
menyelenggarakan ketertiban umum, sedangkan lembaga peradilan bertugas
menegakkan hukum dan menjamin keadilan.

4. Independensi Pengadilan : Pentingnya independensi Pengadilan dalam melaksanakan
tugasnya merupakan aspek penting dalam pemeliharaan keadilan. Hal ini menyoroti
perlunya independensi lembaga peradilan dari pengaruh politik lembaga eksekutif
guna menjaga imparsialitas dan integritas lembaga peradilan.

5. Konsekuensi hukum dan politik: Perubahan dinamika hubungan antara eksekutif dan
yudikatif dapat mempengaruhi kebijakan hukum suatu negara secara signifikan. Hal
ini mencakup dampaknya terhadap ketertiban umum, perlindungan hak asasi manusia,
dan stabilitas politik secara umum.*

Kerangka penting untuk memahami analisis hukum tentang hubungan antara eksekutif
dan yudikatif dalam konteks kebijakan hukum menunjukkan kompleksitas dan pentingnya
dinamika tersebut dalam sistem hukum demokratis. UUD 1945 mempertegas Indonesia ialah
negara yang berdasarkan oleh hukum. Menurut keberlakuan yang berlaku, salah satu prinsip
negara hukum adalah menjamin terselenggaranya peradilan yang independen tanpa pengaruh
otoritas peradilan lainnya dalam membela hukum dan keadilan.®

Salah satu perintah penting dalam Tap. MPR-RI yang dimaksud adalah “pemisahan yang
jelas antara fungsi kekuasaan eksekutif dan fungsi kekuasaan yudikatif’. Pemisahan ini
dilakukan dengan memindahkan urusan organisasi, administrasi, dan keuangan lembaga-
lembaga peradilan yang sebelumnya berada di bawah kendali instansi yang terkait, ke dalam

3 Ora, F. H. (2015). Populasi Opini Penyalahgunaan Kekuasaan. Deepublish.

4 Sakir & Mardhatillah, M. (2023). Politik Hukum Indonesia. Cv. Gita Lentera.

5Ridwan, I. H. J., & Sudrajat, M. A. S. (2020). Hukum Administrasi Negara Dan Kebijakan Pelayanan Publik. Nuansa
Cendekia.
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wewenang Mahkamah Agung. Hal ini dikarenakan selama lebih dari tiga dekade, terbukti
bahwa pelaksanaan “kekuasaan kehakiman yang merdeka” belum sepenuhnya terlaksana
secara optimal, dengan adanya petunjuk adanya berbagai pelanggaran terhadap ketentuan
hukum dalam bidang peradilan.

Penyimpangan tersebut mencakup intervensi baik secara lateral maupun hierarkis dalam
pelaksanaan kekuasaan kehakiman yang independen, terutama terhadap kemandirian hakim
dalam mengambil keputusan. Selain itu, praktik kolusi, korupsi, dan nepotisme dalam proses
peradilan berkembang dengan cepat. Meskipun demikian, penyimpangan-penyimpangan
tersebut sangat sulit diatasi karena dominasi kekuasaan eksekutif selama lebih dari tiga dekade
telah menghambat kekuasaan kehakiman yang independen. Akibatnya, kekuasaan kehakiman
gagal menjalankan perannya sebagai penjaga utama supremasi hukum dan tidak dapat
berfungsi dengan baik sebagai pelindung terhadap tindakan inkonstitusional serta sebagai
benteng terakhir dalam penegakan hukum, keadilan, dan demokrasi (kemandirian kekuasaan
kehakiman adalah elemen inti dari supremasi hukum dan demokrasi).®

Interaksi simbiosis antara hukum dan kekuasaan menciptakan hubungan fungsional di
mana keduanya saling mempengaruhi; kekuasaan memainkan peran tertentu dalam
pembentukan, penegakan, dan penerapan hukum, sementara hukum juga memiliki peran
khusus dalam mengatur kekuasaan. Kekuasaan digunakan untuk merumuskan, menerapkan,
dan menegakkan hukum. Sementara itu, hukum berfungsi untuk melegitimasi atau
membenarkan kekuasaan, mengatur dan mengontrol kekuasaan, serta mengawasi dan
menampung pertanggungjawaban kekuasaan.’

Dalam konteks politik hukum di Indonesia, hubungan antara kekuasaan eksekutif dan
yudikatif selalu menjadi isu yang menarik perhatian. Kedua lembaga ini memiliki peran
penting dalam menjalankan fungsi negara, namun sering terjadi konflik kepentingan di antara
mereka. Kekuasaan eksekutif, yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan publik,
sering dianggap mendominasi kekuasaan yudikatif yang seharusnya independen.®

Disiplin hukum selalu terkait erat dengan norma (normwissenschaft) yang menekankan
metodologi dan sistematika, sehingga dalam perkembangannya, disiplin hukum dapat secara
objektif menggambarkan kondisi, fenomena, dan realitas yang ada di masyarakat. Upaya untuk
mencapai keselarasan internal dan, jika memungkinkan, penataan yang konsisten ditanamkan
dalam hukum. Namun, hukum juga terbuka terhadap berbagai permasalahan, termasuk struktur
asas-asas dan konsep-konsep hukum itu sendiri.?

Masalah ini menjadi lebih kompleks dengan adanya dinamika politik yang terus berubah
di Indonesia. Kebijakan yang diambil oleh pemerintah sering kali mendapat sorotan publik dan
diuji oleh lembaga yudikatif. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang sejauh mana kekuasaan
eksekutif dapat mempengaruhi keputusan lembaga yudikatif, serta bagaimana menjaga
keseimbangan hubungan antara kedua lembaga agar tidak saling mengintervensi.

Dalam era globalisasi dan perkembangan teknologi informasi yang pesat, tantangan
dalam menjaga keseimbangan kekuasaan antara eksekutif dan yudikatif semakin kompleks.
Berbagai isu terkait hak asasi manusia, korupsi, dan perlindungan lingkungan memerlukan

6 Hantoro, N. M., Suhayati, M., Doly, D., Hairi, P. J., & Sibuea, H. Y. P. (2018). Hakim: Antara Pengaturan Dan
Implementasinya. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

7 Halim, A. (2013). Relasi Islam, Politik Dan Kekuasaan. Lkis Pelangi Aksara.

8 Zuhro, R. S. (2018). Demokrasi, Otonomi Daerah Dan Pemerintahan Indonesia. Interaktif: Jurnal IImu-limu Sosial, 4(1), 1-
28.

9 Christiawan, R. (2021). Pendidikan Pancasila dan Pluralisme. Prenada Media.

10 5aggaf, S., Said, M. M., & Saggaf, W. S. (2018). Reformasi Pelayanan Publik Di Negara Berkembang (\Vol. 1). Sah Media.
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peran lembaga yudikatif yang independen dan kuat untuk menegakkan keadilan. Oleh karena
itu, studi mengenai hubungan antara kekuasaan eksekutif dan yudikatif dalam konteks politik
hukum di Indonesia menjadi sangat penting untuk dilakukan.*

Kekuasaan eksekutif, yang dikelola oleh presiden atau perdana menteri beserta
kabinetnya, memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan undang-undang dan menjalankan
kebijakan pemerintah. Sementara itu, kekuasaan yudikatif, yang berada di tangan lembaga
peradilan, bertugas untuk menegakkan hukum serta memastikan keadilan melalui proses
peradilan yang bebas dan tidak memihak. Meskipun memiliki fungsi yang berbeda, kedua
cabang kekuasaan ini tetap berhubungan dan berinteraksi dalam mengawal berjalannya
pemerintahan yang demokratis.

Masalah dapat timbul ketika terjadi konflik kepentingan atau ketegangan dalam
hubungan antara eksekutif dan yudikatif. Eksekutif terkadang mencoba untuk mempengaruhi
atau membatasi kewenangan yudikatif, misalnya dengan melakukan intervensi dalam proses
peradilan atau penunjukan hakim. Di sisi lain, yudikatif memiliki kewenangan untuk menguji
konstitusionalitas kebijakan eksekutif dan membatalkannya jika dinilai bertentangan dengan
hukum.*2

Situasi ini dapat menimbulkan ketegangan dan berpotensi menimbulkan konflik antara
kedua cabang kekuasaan tersebut. Jika eksekutif terlalu dominan dan menguasai yudikatif,
maka independensi peradilan bisa terancam dan mekanisme check and balances tidak akan
berfungsi dengan baik. Namun, jika yudikatif terlalu kuat dan terlalu sering mengintervensi
kebijakan eksekutif, hal ini juga dapat mengganggu stabilitas pemerintahan dan pelaksanaan
kebijakan publik.

Metode penelitian dalam karya ilmiah ini adalah pendekatan kualitatif dengan desain
deskriptif analitis. Pendekatan kualitatif dipilih karena memungkinkan peneliti untuk
mendalami dan memahami secara mendalam fenomena hubungan antara kekuasaan eksekutif
dan yudikatif dalam konteks politik hukum di Indonesia. Melalui analisis deskriptif, penelitian
ini  berfokus pada pengumpulan dan interpretasi data yang komprehensif untuk
mengidentifikasi dan menggambarkan dinamika interaksi antara kedua kekuasaan tersebut.
Metode ini melibatkan analisis dokumen hukum, kajian literatur, serta wawancara dengan para
ahli hukum dan praktisi untuk memperoleh gambaran yang lengkap dan mendalam mengenai
topik yang diteliti.

Penelitian ini masuk kedalam penelitian yang sifatnya kualitatif. Pendekatan metode
penelitiannya adalah pendekatan perundang-undangan. Sumber data dalam penelitian ini
dibagi menjadi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, yang diigabungkan melalui studi
pustaka, dokumen, dan arsip. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif dan
disajikan dalam bentuk deskriptif.t3

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih baik
mengenai bagaimana hubungan antara kekuasaan eksekutif dan yudikatif memengaruhi sistem
hukum di Indonesia. Pendekatan deskriptif analitis memungkinkan peneliti untuk
mengidentifikasi pola-pola interaksi yang ada serta mengevaluasi implikasi dari hubungan ini
terhadap integritas dan efektivitas sistem hukum. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya
berkontribusi pada pemahaman akademis mengenai dinamika politik hukum di Indonesia tetapi

11 Zein, M. H. M., & Septiani, S. (2023). llmu Administrasi Negara. Sada Kurnia Pustaka.

12 Suryana, C., Fatihah, N. A., Subki, M. T., & Maulani, M. 1. (2022). Sistem Pemerintahan: Demokrasi dan Monarki.

13 Ihsan, M., & Widyaningrum, T. (2023). Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Terbukanya Upaya Hukum Kasasi
Atas Putusan PKPU. Jurnal lus Constituendum, 8(2), 324-342.
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juga memberikan dasar yang kuat untuk rekomendasi kebijakan yang dapat memperkuat
kemandirian yudikatif dan menjaga keseimbangan kekuasaan antara eksekutif dan yudikatif.*

Oleh karena itu, dinamika hubungan antara kekuasaan eksekutif dan yudikatif dalam
sistem hukum tertentu menjadi isu penting yang perlu ditelaah secara mendalam.
Keseimbangan kekuasaan yang tepat antara keduanya sangat diperlukan untuk menjamin
penegakan hukum yang adil, melindungi hak asasi manusia, dan mendukung terwujudnya
pemerintahan yang demokratis serta berintegritas. Dari latar belakang tersebut dapat
disimpulan 2 rumusan masalah yaitu : 1. Bagaimana Dinamika Hubungan antara Kekuasaan
Eksekutif dan Yudikatif dalam Sistem Hukum Tertentu? 2. Bagaimana Peran Lembaga-
lembaga Hukum dan Peradilan dalam Mempertahankan Kemandirian Yudikatif terhadap
Pengaruh Eksekutif?

PEMBAHASAN

A. Dinamika Hubungan antara Kekuasaan Eksekutif dan Yudikatif dalam Sistem
Hukum

Eksekutif merupakan salah satu cabang kekuasaan dalam sistem politik. Menurut konsep
trias politica yang dikemukakan oleh Montesquieu, cabang eksekutif bertanggung jawab untuk
melaksanakan undang-undang yang disusun oleh lembaga legislatif atau parlemen. Dalam
kerangka politik, eksekutif adalah bagian dari suprastruktur politik atau mekanisme resmi
pemerintahan. Eksekutif dipimpin oleh seorang Raja atau Presiden, yang dalam menjalankan
tugasnya dibantu oleh kabinet. Sementara itu, lembaga legislatif berfungsi untuk membuat
undang-undang, dan sering disebut sebagai Assembly atau Parliament, yang menekankan pada
unsur "berbicara” dan "berkumpul” untuk membahas isu-isu publik. Nama lainnya adalah
Dewan Perwakilan Rakyat, yang mencerminkan fungsi representasi atau keterwakilan
anggotanya dan merupakan simbol kedaulatan rakyat.*®

Hubungan antara kekuasaan eksekutif dan yudikatif dalam sistem hukum sangat
kompleks dan bisa berbeda-beda tergantung pada konteks politik, budaya, dan sejarah suatu
negara. Secara umum, hubungan ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, dan menjaga
keseimbangan yang baik antara keduanya adalah kunci untuk melindungi integritas sistem
hukum dan hak asasi manusia. Dalam suatu sistem hukum yang baik, ada dua aspek penting
dalam hubungan ini, yaitu independensi dan kerja sama.

Independensi dan Kerja Sama: Dalam sistem hukum yang sehat, independensi kekuasaan
yudikatif adalah hal yang penting untuk memastikan adanya kontrol dan keseimbangan
kekuasaan. Yudikatif harus bebas membuat keputusan tanpa campur tangan dari eksekutif atau
legislatif. Meski demikian, ada kalanya kerja sama antara eksekutif dan yudikatif diperlukan,
terutama dalam menghadapi masalah-masalah penting atau situasi darurat nasional.®

Terkadang terjadi konflik terkait kewenangan antara eksekutif dan yudikatif. Ini bisa
terjadi saat eksekutif mencoba membatasi atau mempengaruhi keputusan yudikatif, atau
sebaliknya. Yudikatif memiliki peran untuk mengawasi tindakan eksekutif, termasuk menilai
apakah kebijakan eksekutif sesuai dengan konstitusi. Proses penunjukan hakim oleh eksekutif
juga bisa mempengaruhi independensi yudikatif. Penunjukan hakim yang transparan dan

14 Aminah, S. (2019). Pengantar Metode Penelitian Kualitatif. Prenada Media.

15 Isnaeni, B. (2021). Trias Politica Dan Implikasinya Dalam Struktur Kelembagaan Negara Dalam Uud 1945 Pasca
Amandemen. Jurnal Magister llmu Hukum, 6(2), 78.

16 Maringka, J. S. (2022). Reformasi Kejaksaan Dalam Sistem Hukum Nasional. Sinar Grafika.
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berdasarkan kualifikasi adalah cara untuk menjaga integritas yudikatif. Kadang-kadang,
pertimbangan politik bisa mempengaruhi keputusan hukum dalam kasus tertentu.’

Peran masyarakat sipil juga sangat penting dalam menjaga keseimbangan kekuasaan.
Masyarakat sipil bisa mengawasi tindakan eksekutif dan yudikatif, serta meningkatkan
akuntabilitas dan transparansi. Media massa juga berperan sebagai pengawas dengan
mempublikasikan informasi tentang pelanggaran hak asasi manusia atau penyalahgunaan
kekuasaan oleh eksekutif atau yudikatif. Dalam beberapa kasus, diperlukan reformasi hukum
dan kebijakan untuk meningkatkan independensi yudikatif dan memperkuat kontrol terhadap
eksekutif. Penerapan hukum yang konsisten dan berdasarkan prinsip-prinsip yang adil bisa
membantu menjaga keseimbangan antara kedua kekuasaan ini.

Secara keseluruhan, dinamika hubungan antara kekuasaan eksekutif dan yudikatif
mencerminkan betapa kompleksnya upaya menjaga keseimbangan kekuasaan dan memastikan
keadilan dalam sistem hukum suatu negara. Peran aktif dari berbagai pihak, termasuk
masyarakat sipil, media, dan lembaga-lembaga hukum, sangat diperlukan untuk menjaga
integritas dan fungsi efektif dari kedua kekuasaan tersebut.*8

B. Peran Lembaga Hukum dan Peradilan dalam Menjaga Kemandirian Yudikatif dari
Pengaruh Eksekutif
Kemandirian yudikatif adalah dasar penting untuk menjaga keadilan dan menjalankan
fungsi hukum tanpa campur tangan yang tidak seharusnya dari pihak eksekutif. Lembaga
hukum dan peradilan memiliki peran penting dalam menjaga dan melindungi kemandirian
yudikatif dari pengaruh eksekutif.*® Berikut ini adalah pembahasan mengenai peran lembaga-
lembaga hukum dan peradilan tersebut:

1. Pemilihan dan Penunjukan Hakim: Proses pemilihan dan penunjukan hakim harus
berdasarkan kualifikasi dan integritas, bukan kepentingan politik. Lembaga hukum seperti
komisi yudisial dapat memastikan bahwa penunjukan hakim dilakukan secara transparan
dan adil.

2. Kebebasan dan Independensi Hakim: Kebebasan dan independensi hakim adalah kunci
dari kemandirian yudikatif. Lembaga peradilan harus mampu mengambil keputusan tanpa
tekanan politik atau intervensi dari pihak eksekutif.

3. Pengawasan dan Penegakan Etika Profesional: Lembaga hukum seperti dewan etika atau
komisi yudisial memiliki peran penting dalam mengawasi perilaku hakim. Penegakan
etika profesional adalah langkah penting untuk menjaga integritas yudikatif.

4. Pemisahan Kekuasaan dan Kewenangan: Lembaga hukum harus memastikan ada
pemisahan yang jelas antara kekuasaan eksekutif dan yudikatif. Hukum dan regulasi harus
menetapkan batasan yang jelas mengenai kewenangan dan tanggung jawab masing-
masing lembaga.

5. Transparansi dan Akses Informasi: Lembaga hukum bisa meningkatkan transparansi
sistem peradilan untuk menunjukkan bahwa proses pengadilan berjalan secara adil dan

7 Suryana, C., Putriana, E. C., Rahman, F., & Maula, L. A. (2022). Legislatif Dalam Perspektif Mahasiswa.
18 pakina, R., & Solekhan, M. (2024). Pengaruh Teknologi Informasi Terhadap Hukum Privasi Dan Pengawasan Di Indonesia:
Keseimbangan Antara Keamanan Dan Hak Asasi Manusia. Journal Of Scientech Research And Development, 6(1), 273-286.
19 Farabi, M. F. F. (2023). Polemik Legalitas Pemecatan Hakim Konstitusi Oleh Lembaga Pengusul: Tinjauan Kasus
Pemecatan Hakim Aswanto Dan Implikasinya Terhadap Kemandirian Kekuasaan Kehakiman. Jurnal Hukum Dan Ham Wara
Sains, 2(04), 294-303.
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terbuka. Masyarakat harus memiliki akses yang cukup terhadap informasi mengenai
proses hukum dan putusan pengadilan.

6. Pengujian Konstitusionalitas Kebijakan Eksekutif: Lembaga peradilan berperan penting
dalam menguji apakah kebijakan eksekutif sesuai dengan konstitusi. Mahkamah
Konstitusi atau lembaga serupa bertugas memastikan bahwa tindakan eksekutif tidak
melanggar prinsip-prinsip konstitusi.

7. Tanggung Jawab Pidana atas Penyalahgunaan Kekuasaan: Lembaga hukum harus
memiliki kewenangan untuk menyelidiki dan menuntut pelanggaran hukum oleh pejabat
eksekutif. Prosedur hukum yang efektif harus diterapkan untuk memastikan
pertanggungjawaban atas penyalahgunaan kekuasaan.

8. Pendidikan dan Pelatihan Profesional: Pendidikan dan pelatihan yang baik bagi hakim dan
praktisi hukum penting untuk memastikan pemahaman mereka terhadap prinsip-prinsip
hukum yang mendasar dan etika profesi. Lembaga hukum dapat berperan dalam
menyediakan pendidikan berkelanjutan dan pengembangan profesional.

9. Partisipasi Masyarakat dan Advokasi Hak Asasi Manusia: Lembaga hak asasi manusia dan
kelompok advokasi masyarakat memiliki peran dalam memantau dan mengadvokasi
kebebasan dan hak-hak individu. Mereka bisa menjadi jembatan suara masyarakat dalam
menuntut keadilan dan kemandirian yudikatif.

10. Pelibatan Internasional: Keterlibatan lembaga internasional, seperti Perserikatan Bangsa-
Bangsa (PBB) atau organisasi hak asasi manusia internasional, bisa memberikan tekanan
diplomatik untuk menjaga kemandirian yudikatif di tingkat global.?°

Lembaga hukum dan peradilan memainkan peran kunci dalam menjaga kemandirian
yudikatif dari pengaruh eksekutif. Dengan memastikan bahwa hakim dapat bertindak
dengan bebas, adil, dan berdasarkan hukum, lembaga-lembaga ini mendukung dasar
keadilan dan menjaga integritas sistem peradilan dalam suatu negara.

PENUTUP

KESIMPULAN

Secara keseluruhan, hubungan antara kekuasaan eksekutif dan yudikatif menggambarkan
betapa rumitnya upaya menjaga keseimbangan kekuasaan dan memastikan keadilan dalam
sistem hukum suatu negara. Diperlukan keterlibatan aktif dari berbagai pihak, termasuk
masyarakat sipil, media, dan lembaga hukum, untuk menjaga integritas dan kinerja yang
efektif dari kedua kekuasaan tersebut.

SARAN

Langkah-langkah tambahan untuk memperkuat independensi peradilan dapat
direkomendasikan untuk menjaga integritas dan keadilan sistem hukum. Salah satu langkah
penting adalah memastikan perbedaan yang jelas antara fungsi eksekutif dan yudikatif serta
memperkuat mekanisme untuk memantau dan mengendalikan etika profesional hakim.
Dengan cara ini, lembaga peradilan dapat menjalankan tugasnya tanpa campur tangan
politik dan fokus pada penegakan hukum yang adil bagi seluruh masyarakat.

2 Taufik, G. A. (2014). Pembatasan Dan Penguatan Kekuasaan Kehakiman Dalam Pemilihan Hakim Agung. Jurnal Yudisial,
7(3), 295-310.

2l Hantoro, N. M., Suhayati, M., Doly, D., Hairi, P. J., & Sibuea, H. Y. P. (2018). Hakim: Antara Pengaturan Dan
Implementasinya. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
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